BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR /06 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2023

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

bahwa Alokasi Dana Kampung adalah salah satu sumber
pendapatan Kampung, yang pengelolaannya melalui mekanisme
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Kkeuangan
Kampung;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, pembagian alokasi dana desa kepada setiap desa
diatur dengan Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penetapan pembagian Alokasi Dana Kampung Tahun 2023;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam {Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4880};

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemb
Nomor 5495); mbaran Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor S5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

{Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6801};

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5717) sebagaimana telah berubah beberapa kali
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 632 1};

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864)};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Desa (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor
611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Iindonesia Tahun 2015 Nomor 2036} sebagaimana telah berubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 1506};

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN

ALOKASI DANA KAMPUNG TAHUN 2023.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kabupaten Siak.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan fugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Siak.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh
Camat.

Camat adalah Kepala Kecamatan.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Kampung adalah penghulu dibantu Perangkat Kampung sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung.

Penghulu adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan ruma tangga kampungnya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penjabat Penghulu adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan tugas hak dan wewenang serta kewajiban
Penghulu {dalam kurun waktu tertentu).

Badan Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secra demokratis.

Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggaralfan
oleh Badan Permusyawaran Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah seluruh proses kegiatan
manajemen pemerintahan kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan
pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kewenangan
kampung.



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan
Kampung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat
APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

A‘lokasi .Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang
dlalpkasﬂiazi oleh pemerintah Kabupaten untuk Kampung yang bersumber dari

bagian c’t’ana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten
setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Alokgsi Dasar yang selanjutnya disingkat AD ditetapkan berdasarkan
perhitungan kebutuhan Penghasilan Tetap (SILTAP) Penghulu, Perangkat
Kampung, kebutuhan penunjang operasional Kampung, serta tunjangan
dan/atau insentif Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM]) dan lembaga
kemasyarakatan.

Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF ditetapkan berdasarkanrasio
jumlah penduduk, rasio jumlah penduduk miskin, rasio luas wilayah, dan rasio
indeks kesulitan geografis.

Alokasi Kinerja yang selanjutnya disingkat AK ditetapkan berdasarkan Indeks
Kampung Hijau (IKH).

Indeks Kampung Hijau yang selanjutnya disingkat IKH adalah adalah Indeks
Komposit hasil penjumlahan dari Indeks Perlindungan dan Pelestarian
Lingkungan (IPPL} dengan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan
kemiskinan ({IPEPK].

Kampung Hijau adalah Kampung yang melaksanakan pembangunan ekonomi
dan pengurangan kemiskinan dengan memperhatikan upaya perlindungan dan
kelestarian lingkungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi kampung
untuk mengetahui besaran alokasi dana kampung yang diterima setiap

kampung.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

a. mengatur mekanisme penetapan dan perhitungan ADK tahun 2023;

b. menetapkan insentif kampung berbasis kinerja dalam rangka mendukung
pencapaian target kinerja Pemerintah Daerah;

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 3
Pemerintah Daerah menetapkan ADK dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Penetapan ADK sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari dana perimbangan vang diterima Daerah dalam APBD
setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pengalokasian ADK sebagaimana dimaksud pada ayat {2) mempertimbangkan:

a. kebutuhan penghasilan tetap Penghulu dan Perangkat Kampung; '
b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat

kesulitan geografis; dan



c. kinerja Pemerintah Kampung terhadap perlindungan dan pelestarian

lingkungan hidup, dan Peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan
kampung.

Bagian Kedua
Pembagian

Pasal 4

(1) Pembagian besaran ADK setiap Kampung berdasarkan:
a. Alokasi Dana Kampung Dasar (AD};

b. Alokasi Dana Kampung Proposional (AP); dan
c. Alokasi Kinerja (AK).

(2) Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat {3} huruf b, bersumber dari:
a. jumlah penduduk dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
b. angka kemiskinan dari Dinas Sosial; dan
c. luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dari Badan Pusat Statistik.

Pasai &

Alokasi Dana Kampung Dasar (AD} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf a, diperhitungkan sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dibagi secara merata
kepada seluruh Kampung.

Pasal 6

Alckasi Dana Kampung Proposional (AP} sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b, diperhitungkan sebesar 27% (dua puluh tujuh perscratus) dibagi sccara
Proposional yang dihitung dengan memperhatikan data jumlah penduduk, angka
kemiskinan, luas wilayah kampung dan tingkat kesulitan geografis, dengan indeks :
a. jumlah penduduk 40% {empat puluh perseratus);

b. angka kemiskinan 15% (lima belas perseratus);

c. luas wilayah 15% (lima belas perseratus); dan

d. indeks kesulitan geografis 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Dana Kampung Proposional (AP) setiap kampung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AP Kampung = {0,40 x Z1) + (0,15 x Z2} + (0,15 x Z3) + (0,30 x Z4)} x AP Kab

Keterangan:

AP Kampung = Alokasi Proposional setiap Kampung

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk
kampung Kabupaten Siak

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total
penduduk miskin kampung Kabupaten Siak

Z3 = rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah
kampung Kabupaten Siak

Z4 = rasio [KG setiap kampung terhadap IKG kampung Kabupaten Siak

AP Kab = Alokasi proposional Kabupaten Siak

Pasal 8

(1) Alokasi Kinerja (AK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c,
diperhitungkan sebesar 3% (tiga perseratus} berdasarkan IKH.



(2) IKH yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dimensi penyelamatan dan
perlindungan lingkungan hidup, serta peningkatan ekonomi dan penurunan
kemiskinan sejalan dengan prinsip kelestarian lingkungan.

(3) Indikator dimensi penyelamatan dan perlindungan lingkungan hidup terdiri dari
kebijakan regulasi, alokasi anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan
Indeks Kampung Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekologi.

(4) Indikator dimensi peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan sejalan
dengan prinsip kelestarian lingkungan terdiri dari kebijakan regulasi, alokasi
anggaran, kelembagaan, inovasi dan kegiatan, dan Indeks Kampung
Membangun (IDM) khusus pada aspek ketahanan ekonomi.

(5) Data untuk menghitung IKH berdasarkan hasil isian mandiri Pemerintah
Kampung yang telah diverifikasi oleh tim penilai, dan disahkan oleh Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

(6) Formula perhitungan IKH terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Alokasi Kinerja (AK) hanya diberikan kepada Kampung yang mendapatkan skor
sama atau lebih tinggi dari 0,2000 secara proporsional dan berkeadilan.

(8) Pembagian Alokasi Kinerja (AK) untuk setiap Kampung akan diuraikan dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penetapan Rincian Penghitungan ADK untuk setiap Kampung di Daerah Tahun
Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Pitetapkan di Siak Sri Indrapura
da tanggal j Desember 2022

IAK

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal |9 Desember 2022

SEKRE IS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2022 NOMOR /06



Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : [0G Tahun 2022
Tanggal : /9 Desember 2022

FORMULA
PERHITUNGAN INDEKS KAMPUNG HIJAU (IKH)
KABUPATEN SIAK

(1) Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung berdasarkan penjumlahan indeks
penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) dikalikan bobot indeks
dan indeks peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan yang sesuai
dengan prinsip kelestarian lingkungan (IPEPK] dikalikan bobot indeks.

(2} Indeks Kampung Hijau (IKH) dihitung dengan formula sebagai berikut:

IKH = ax IPPL + Bx IPEPK

Dimana:

IKH Indeks Kampung Hijau

o dan Bobot indeks dengan besaran 50% (lima puluh persen)
masing-masing indeks

IPPL Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan

IPEPK Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan

A. Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL)

(1) Indeks penyelamatan dan perlindungan lingkungan (IPPL) terdiri dari 5

indikator;

a. Kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan perlindungan
lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 1}

b. Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk
penyelamatan dan perlindungan lingkungan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), selanjutnya
disebut {IPPL 2).

c. Kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan dan
perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut (IPPL 3)

d. Inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya

penyelamatan dan perlindungan lingkungan, selanjutnya disebut
{IPPL 4.

Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan bagian dari Indeks
Kampung Membangun {IDM), selanjutnya disebut (IPPL 5).

(2) Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (IPPL) dihitung
berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-masing
indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula sebagai
berikut:

IPPL=axIPPL1+ BXIPPL2+ yxIPPL3+ 8§XIPPL4+ exIPPL5




Dimana:
IPPL : Indeks Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan

o B,%,8,s : Bobot indeks indikator dengan besaran 50% (lima
puluh persen) masing-masing indeks

IPPL 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/regulasi kampung
terkait penyelamatan dan perlindungan lingkungan
seperti kebijakan tata ruang, kepastian batas wilayah
kampung, pemetaan potensi kampung dan lain-lain
kebijakan kampung yang penunjang penyelamatan
lingkugan,

IPPL 2 : Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung
yang dialokasikan untuk penyelamatan dan
perlindungan lingkungan terhadap Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).

IPPL 3 : Indeks Indikator 3: Kelembagaan kampung yang
berorientasi penyelamatan dan perlindungan
lingkungan.

IPPL 4 . Indeks Indikator 4: Inovasi dan kegiatan masyarakat

kampung dalam upava penyelamatan dan
perlindungan lingkungan.

IPPL S : Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Lingkungan
vang merupakan bagian dari Indeks Kampung
Membangun (IDM).

(3) Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait penyelamatan dan
perlindungan lingkungan (PPL 1} dihitung berdasarkan perkalian jumlah
kebijakan/regulasi terhadap skor dari level kebijakan dan regulasi.

(4) Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi Skor
1. Peraturan Kampung : | Skor 3
2. Peraturan Penghulu : | Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, |: | Skor 1
Berita Acara Pemerintahan Kampung, dll)

(5) Indeks indikator kelembagaan kampung yang berorientasi penyelamatan
dan perlindungan lingkungan (PPL 3} dihitung berdasarkan perkalian
jumlah kelembagaan terhadap skor dari jenis kelembagaan.

(6) Skor level kelembagaan kampung ditentukan sebagai berikut:

Kelembagaan . Skor

1. Tujuan Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan : | Skor 3
2. Aktivitas Lembaga untuk Perlindungan Lingkungan | : | Skor 2

(7) Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat kampung dalam upaya
penyelamatan dan perlindungan lingkungan (PPL 4) dihitung berdasarkan
perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap skor dari inovasi dan
kegiatan.

(8) Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:



Jenis Inovasi dan Kegiatan Skor

1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan : | Skor 4

2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan : | Skor 2

(9) Indeks indikator indeks ketahanan lingkungan (IKL) yang merupakan
bagian dari IDM (PPL 5} dihitung berdasarkan skor IKL dan perubahan
skor IKL pada masing-masing kampung.

B. Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK)

(1) Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK] terdiri
dari 5 indikator sebagai berikut;

a.

b.

Kebijakan /regulasi kampung terkait upaya peningkatan ekonomi dan
penurunan kemiskinan.

Persentase anggaran kampung yang dialokasikan untuk peningkatan
ekonomi dan penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kampung {APBKampung}.

Inovasi dan Kkegiatan masyarakat dan/atau kampung dalam
peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Kinerja penurunan penduduk miskin di Kampung.

Indeks Ketahanan Ekonomi yvang merupakan bagian dari Indeks
Kampung Membangun (IDMj.

Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan Kemiskinan (IPEPK)
dihitung berdasarkan penjumlahan dari perhitungan indeks dari masing-
masing indikator dikalikan dengan bobot masing-masing, dengan formula
berikut:

IPEPK = axX IPEPK 1+ BXIPEPK 2 + y X IPEPK 3 + 0XIPEPK 4+ ¢
x IPEPK 5

Dimana:

IPEPK : Indeks Peningkatan Ekonomi dan Penurunan

Kemiskinan.

a, B, 8, & : Bobotindeks indicator dengan besaran 50% (lima puluh

persen) masing-masing indeks.

IPEPK 1 : Indeks Indikator 1: Kebijakan/ regulasi kampung

terkait upava peningkatan ekonomi dan penurunan
kemiskinan.

IPEPK 2 - Indeks Indikator 2: Persentase anggaran kampung yang

dialokasikan untuk peningkatan ekonomi dan
penurunan kemiskinan terhadap Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kampung (APBKampung).

IPEPK 3 : Indeks Indikator 3: Inovasi dan kegiatan masyarakat

dan / atau kampung dalam peningkatan ekonomi dan
penurunan kemiskinan.

IPEPK 4 . Indeks Indikator 4: Kinerja penurunan penduduk

miskin di Kampung.

IPEPK 5 . Indeks Indikator 5: Indeks Ketahanan Ekonomi yang

merupakan bagian dari Indeks Kampung Membangun
(IDM).



C.

(3)

(6)

(1)

(2)

Indeks indikator kebijakan/regulasi kampung terkait peningkatan
ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 1) dihitung berdasarkan
perkalian jumlah kebijakan/ regulasi terhadap skor dari level kebijakan
dan regulasi.

Skor level kebijakan/regulasi ditentukan sebagai berikut:

Level Kebijakan/Regulasi Skor
1. Peraturan Kampung . | Skor 3
2. Peraturan Penghulu . | Skor 2
3. Peraturan Kampung Lainnya (SE dan SK Penghulu, |: Skor 1
berita acara pemerintahan kampung, dll)

Indeks indikator inovasi dan kegiatan masyarakat dan/atau kampung
dalam peningkatan ekonomi dan penurunan kemiskinan (PEPK 3)
dihitung berdasarkan perkalian jumlah inovasi dan kegiatan terhadap
skor dari inovasi dan kegiatan.

Skor jenis inovasi dan kegiatan kampung ditentukan sebagai berikut:

Jenis Inovasi dan Kegiatan Skor
1. Inovasi untuk Perlindungan Lingkungan . | Skor 4
2. Kegiatan untuk Perlindungan Lingkungan : | Skor 2

Indeks indikator indeks ketahanan ekonomi (IKE) yang merupakan bagian
dari IDM (PEPK 5) dihitung berdasarkan skor IKE dan perubahan skor
IKE pada masing-masing kampung.

Indeks Kampung Hijau (IKH)

Semua formula menghitung indeks pada masing-masing indikator hitung
(IPPL dan IPEPK) dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Indeks = 0,1+ 0,9 X (NilaiKampungi = NilaiKampung min)

Nilaigampung max — Nilaigampung min

Perhitungan Indeks Kampung Hijau (IKH) dibuat dengan angka minimum

indeks rata-rata Kampung.
P ATI IAK,_Q

C FED
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